....

L
TR

BUPATI BULELENG
PROVINSI BALJ
KEPUTUSAN BUPAT] BULELENG
NOMOR 060 / 963 / HK / 2019

TENTANG

BUPATI] BULELENG,

a. bahwa dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan
Daerah yang optimal, diperlukan standar operasional

prosedur penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan
Daerah;

. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 52 Tahun 2011 pada pasal 7 ayat (2),Hasil analisis
dibuat dalam format nama dan kode nomor Standar
Operasional Prosedur yang ditetapkan dengan keputusan
kepala daerah.

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu Menetapkan
Keputusan Bupati Buleleng tentang Inventarisasi Standar
Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Buleleng;
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KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.
Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal
‘}SU ULELENG,
W PU US SURADNYANA €
Tembusan :
1. Gubernur Bali di Denpasar;
2. Wakil Bupati Buleleng;
3. Ketua DPRD Kabupaten Buleleng; i
4. Kepala SKPD di Lingkup Pemerintah Kabupaten Buleleng,
5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng;dan
6. Yang bersangkutan.
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